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Abstract

This research aims to (1) determine the political position of those holding power in a country. (2)
Know the categories of Islamic education, both formal and informal education. (3) Describe the role
of politics in developing Islamic education in Indonesia. This research uses a type of library (library
research). Data was obtained through searching “Google Scholar” and “ScienceDirect”, namely
books, e-books, scientific journals, proceedings, the internet, and similar publications. The analysis
process is carried out by collecting data, reducing and categorizing data, presenting data, and
drawing conclusions relevant to the research subject. The results of this research are: First, there are
three divisions of power in Indonesia, legislative, namely the power to make laws; executive, namely
the power to implement laws; and the judiciary is the power to judge violations of the law. Second,
the division of types of Islamic education, including formal education “Madrasah Ibtidaiyah (M),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), and Islamic Religious Colleges”. Then, non-
formal education "Islamic Boarding Schools, Al-Qur'an Educational Parks (TPA), Ta'lim Assemblies,
and Islamic Boarding Schools". Third, the political position to build the development of Islamic
education, including "determining the creation of policies or regulations, helping to provide funding,
improving the quality of teaching staff, providing recognition or accreditation, providing
reinforcement of Islamic values”. With the right policies, Islamic education can adapt to current
developments, producing a generation with broad knowledge and noble character.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan politik sebagai pemegang kekuasaan dalam
suatu negara. (2) mengetahui kategori pendidikan Islam, baik dalam pendidikan formal maupun
informal. (3) mendeskrisikan peran politik dalam membangun perkembangan pendidikan Islam di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui
pencarian “Google Scholar” dan “ScienceDirect” yaitu, buku, e-book, jurnal ilmiah, proceeding,
internet, dan publikasi sejenisnya.” Dalam proses analisis dilakukan dengan pengumpulan data,
pengurangan dan kategorisasi data, pemaparan data, dan menarik kesimpulan yang relevan dengan
subjek penelitian. Perolehan dalam penelitian ini, Pertama, terdapat tiga pembagian kekuasaan di
indonesia, legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif yakni kekuasaan
untuk melaksanakan undang-undang; dan yudikatif ialah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran
undang-undang. Kedua, pembagian jenis pendidikan Islam, diantaranya pendidikan formal “Madrasah
Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam.” Kemudian, pendidikan non-formal “Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al-
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Qur’an (TPA), Majelis Ta’lim, dan Madrasah Diniyah”. Ketiga, kedudukan politik untuk membangun
perkembangan pendidikan Islam, meliputi “menentukan pembuatan kebijakan atau regulasi,
membantu dalam penyediaan pendanaan, meningkatan kualitas tenaga pengajar, memberikan
pengakuan atau akreditasi, memberikan penguatan nilai-nilai keislaman”. Dengan kebijakan yang
tepat, pendidikan Islam dapat menyesuaikan perkembangan zaman, mencetak generasi
berpengetahuan luas, dan berakhlak mulia.

Kata Kunci: Politik; Pendidikan Islam; Madrasah; Pesantren.

1. Pendahuluan

Fenomena tentang politik bagaikan energi yang bertenaga besar, dimana eksistensinya dapat
mempengaruhi situasi sosial, budaya, pendidikan, ekomoni, dan stabilias keamanan suatu Negara
(Mufti, 2013). Politik adalah ilmu yang berkaitan dengan negara, jadi perlu mempelajari lebih lanjut
tentang konsep negara dan bagaimana negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi
yang sah dan ditaati oleh rakyatnya (Budiardjo, 2008). Selain terdapat fungsi administratif
pemerintahan, politik juga sebagai alat kekuasaan (power). Ini sebagai pengaruh atas pembuatan
keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berlangsung secara terus menerus (Surbakti,
2010). Sedangkan, kekuasaan merupakan hak yang diberikan kepada seseroang untuk menjalani
sebuah hukum, mewujudkan kemauannya guna mengubah hak-hak dan pertanggungjawaban baik dari
dirinya sendiri maupun orang lain (Hutagalung, 2012). Konsep kekuasaan menganggap bahwa aparat
yang cerdas dan dapat diandalkan diperlukan untuk mendukung pemimpin yang kuat (Setiyono,
2016). Beberapa jenis kekuasaan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Kekuasaan
legislatif, yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif, yang
bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang; dan (3) Kekuasaan yudikatif, yang
bertanggung jawab untuk mengadili pelanggaran undang-undang (Deth, 2018).

Saat ini, dinamika politik Islam di Indonesia dipengaruhi oleh gelombang pemikiran Nasionalis
yang menguasai otoritas politik. Di mana, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kondisi politik
sekarang ini (Zulaiha et al., 2022). Sampai sekarang, penilaian masyarakat terkait politik masih rumit.
Diskusi ini terus berkembang menjadi pertentangan politik dan ideologi yang mendasar sebagai topik
diskusi (Klaus, 2012). Fenomena ini dikarenakan adanya tekanan politik seperti perbedaan kekuasaan,
dan keinginan dari kalangan masyarakat di wilayah tersebut (Ramdhani, 2019). Lebih lanjut, relasi
antara politik dan pendidikan Islam sangat penting. Karena politik berfungsi untuk menjaga syari‘at
Islam, dan pendidikan berfungsi untuk memberi tahu orang bagaimana menjalankannya. Selain itu,
pendidikan Islam selalu akan berubah sesuai dengan arus politik (kekuasaan) sebagai pengendali
terbentuknya suatu kebijakan (Hoddin, 2020). Dengan demikian, pendidikan dapat meningkatkan
kualitas dasar sumber daya manusia, seperti kecerdasan, kedisiplinan, kreativitas, intelektual,
keyakinan religius, spiritual, dan kepribadian, antara lainnya (Ridwan et al., 2023).

Kedudukan sering didefinisikan sebagai status, baik untuk orang, tempat, atau benda.
Pengertian kedudukan sebagai status dan kedudukan sosial berbeda (Radjab, 2013; Rahmi, 2017). Di
mana, kedudukan sosial ini menjadi suatu tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial,
bersama dengan hak dan kewajibannya. Artinya, istilah ini memiliki arti yang sama dan dapat
digambarkan sebagai kedudukan atau status saja (Safi’, 2021). Sedangkan, kata politik adalah usaha
yang tempuh warga negara untuk mewujudkan bersama. Secara etimologis, politik berasal dari kata
polis yang berarti negara kota pada zaman Yunani kuno. Dalam arti yang lebih luas, politik adalah
serangkaian aktivitas yang dirancang, dijalankan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
menegakkan peraturan yang berlaku di dalam komunitas tersebut (Syarbaini & Nur, 2021). Dengan
makna lainnya, politik merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari kebijakan publik, pemerintah,
dan hubungan antarnegera. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kebijakan publik dibuat,
bagaimana pemerintah beroperasi, dan bagaimana hubungan antarnegara berinteraksi dengan sistem
politik global (Sagena, et al., 2023). Kehadiran politik mencakup perebutan kekuasaan dari tingkat
daerah hingga nasional, apapun peran partai politik dan peraturan pemilu daerah. Selain itu, politik
juga terus membangun jaringan kekuasaan yang kuat sehingga mampu menguasai dan
menghancurkan demokrasi partai politik (Susanti, 2018).
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Pendidikan Islam merupakan upaya mengembangkan potensi bawaan manusia melalui ajaran
Islam dengan tujuan mewujudkan kehidupan sejahtera dan bahagia. Dalam pendidikan Islam, proses
mencakup transformasi kebudayaan, nilai-nilai ajaran Islam, pengetahuan, dan aktualisasi seluruh
potensi siswa (Fandi Asy’arie & Haris, 2023). Di sisi lain, pendidikan Islam selalu melibatkan aspek
perilaku manusia. Dalam setiap tahap, interaksi antara peserta didik dan lingkungan selalu melibatkan
lingkungan fisik dan sosial yang sedang berlangsung (Miswar Saputra, 2021). Untuk mencapai tujuan
pendidikan Islam yang ideal, semua pihak harus bekerja sama. Tujuannya adalah untuk membentuk
orang Muslim yang kuat yang didasari oleh iman dan takwa kepada Allah Swt, yang mencakup aspek
moral, akhlak, sosial, dan intelektual (Ulum & Asy’arie, 2024; Panji et al., 2023). Secara umum,
Kementerian Pendidikan menangani sektor pendidikan di Indonesia. Namun, Kementerian Agama
(Kemenag) juga ikut ambil bagian dalam pengelolaan pendidikan, terutama pendidikan Islam (Millah
& Maghfuri, 2019). Sampai sekarang, pendidikan formal dan informal dalam naungan Kemenag.
Misalnya, termasuk pendidikan formal seperti “Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.”
Sedangkan, pada sistem pendidikan non-formal seperti, “Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA), Majelis
Ta’lim, Pesantren, dan Madrasah Diniyah” (Hidayah, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan politik sebagai pemegang kekuasaan
dalam suatu negara. (2) mengetahui kategori jenis pendidikan Islam baik dalam pendidikan formal
maupun informal. (3) mendeskrisikan peran politik dalam membangun perkembangan pendidikan
Islam di Indonesia. Kemudian, penelitian ini tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu. Adapun
penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu Pertama, sebagai pemegang/pemangku dari
kekuasaan dalam suatu negara, peran politik sangat penting karena menentukan arah kebijakan,
menjaga stabilitas, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, bertanggung jawab untuk membuat
keputusan yang adil, jujur, dan sesuai dengan hukum (Kolipah & Muhyidin, 2024; Harahap, 2020;
Nurgiansah, 2021; Sumual et al., 2023). Kedua, pendidikan Islam termasuk madrasah, pesantren,
sekolah Islam, dan lainnya. Dimana, pendidikan formal berfokus pada kurikulum terstruktur,
sementara pendidikan informal mengutamakan pengajaran agama melalui kegiatan komunitas yang
mendukung nilai-nilai Islam (Fahmi & Firmansyah, 2021; Mubarok Tambak et al., 2022; Nirwana &
Khoiri, 2023; Selvia, 2024).

Lebih lanjut. Ketiga, melalui politik, pemerintah sebagai penentu arah kebijakan yang
mendukung pendirian madrasah, pesantren, dan sekolah Islam untuk meningkatkan akses, kualitas,
dan relevansi pendidikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern sekarang ini
(Adelia & Mitra, 2021; Rustam & Erni Qomariyah, 2024; Sari & Sirozi, 2023; Sobri, 2019). Dari
beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki corak, karakteristik, dan tujuan masing-masing. Belum
adanya yang membahas secara tuntas dari kedudukan atau peran politik (pemerintah/penguasa) dalam
membangun perkembangan pendidikan Islam. Sehingga adanya suatu kebaruan dalam penelitian topik
ini dari beberapa artikel yang telah ditulis sebelumnya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (library research). Menurut Hamzah, (2022),
penelitian berbasis literatur atau kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan pengumpulan
data dan objek penelitian melalui pengumpulan dan membaca berbagai buku, jurnal, artikel, dan lain
sejenisnya. Penelitian ini mendeskripsikan studi kepustakaan yang terkait dengan kedudukan politik
dalam membangun perkembangan pendidikan Islam. Kemudian, penelitian ini adalah dengan
mengumpulkan beberapa sumber primer dan sekunder menggunakan literatur dari berbagai sumber
yang diperoleh dari “buku, e-book, jurnal ilmiah, proceeding, internet, dan publikasi sejenisnya,”
yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan basis data online seperti “Google
Scholar,” dan “ScienceDirect” untuk mencari literatur terkait dengan topik penelitian. Peneliti
menggunakan Kriteria inklusi dan eksklusi untuk melakukan seleksi setelah mengumpulkan literatur
yang relevan dengan topik penelitian dengan kata kunci “politik,” “pendidikan Islam,” “madrasah,”
“pesantren,” dan sejenisnya. Setelah dokumentasi dari berbagai sumber penelitian diperoleh, data
tersebut analisis yaitu pengumpulan data, reduksi/kategorisasi data, pemaparan data, dan menarik
kesimpulan yang sesuai dengan topik penelitian ini.
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3. Hasil dan Pembahasan

Politik adalah upaya untuk membuat peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar orang
untuk mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis (Nasiawan, 2012; Radjab, 2013). Interpretasi
terhadap kata politik tidak terbatas pada satu pengertian. Secara fundamental, kata “politik” memiliki
beragam makna. Beberapa konsep dasar politik yang dijelaskan oleh beberapa ahli meliputi
pendekatan klasik, kelembagaan, kekuasaan, fungsionalisme, dan konflik (Ramadhanti, 2018). Politik
dalam konteks kelembagaan mencakup segala hal yang berkaitan dengan administrasi negara. Ini
melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang cenderung statis, di mana negara dianggap
memiliki hak monopoli atas kekuasaan fisik yang utama. Akibatnya, politik sangat penting dan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur negara (Syaputra, 2020). Selain itu, sistem
politik memberikan fungsi-fungsi tertentu kepada masyarakat; salah satunya adalah membuat
kebijakan atau keputusan yang mengikat tentang pembagian nilai (Toni Andrianus Pito, Efriza, 2022).
Tujuan melahirkan suatu sistem politik ataupun pemerintahan dalam untuk melaksanakan undang-
undang syariat dan memenuhi kepentingan duniawi masyarakat. Oleh sebab itulah, negara dalam
Islam sering kali disebut sebagai tempat untuk menyebarluaskan agama (Anggara, 2015). Berikut ini
pembahasan yang telah terkemas dalam topik penelitian.
3.1 Kedudukan Politik dalam Suatu Negara

Makna dari kedudukan adalah tempat atau posisi yang ditempati seseorang dalam sebuah
kelompok sosial. Menurut Diniyanto, (2019) menegaskan bahwa, kedudukan yang diberikan kepada
seseorang menjadi tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Tentu saja ini menjadi sebuah cara
untuk menangani permasalahan kepada rakyat, dengan seperangkat Undang-Undang dalam
mewujudkan kemaslahatan, dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan masyarakat
(Aravik, 2021). Selain itu, sistem dalam politik sebagai pemegang kekuasaan berfungsi sebagai
“jantung atau roh” bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Dalam hal ini, sebuah
pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik, jika sistem politiknya rusak, tetapi jika rohnya baik,
maka pemerintahan pun akan berjalan secara optimal (Anggara, 2015). Adapun jenis pembagaian
kekuasaan di Indonesia terdapat tiga macam, yaitu kekuasaan “legislatif, eksekutif, yudikatif” (Deth,
2018). Berikut ini, penjelasan dari ketiga jenis kekuasaan tersebut yang di peroleh dalam artikel
maupun buku.

Tabel. 1 Pembagian Kekuasaan di Indonesia

KeliﬁgISZan Nama & Tahun Topik
Marlina, (2018) “Pembagian  Kekuasaan  dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan di Indonesia”
Budiardjo, (2007) “Dasar-Dasar Ilmu Politik”
Legislatif Iskatrinah, (2020) “Menakar Fungsi Lembaga Legislatif di Indonesia”
Huda, (2011) “Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)”
Handini, (2019) “Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) diantara Kekuasaan Legislatif dan
Ekesekutif”
Taufikkurrahman, “Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan
(2019) legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia”
Suntoro & Nureda, “Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif dalam
(2022) Pembentukan Legislasi”
Eksekutif Winengan, (2017) “Struktur Kekuasaan Eksekutif pada Periodesasi Sistem
Pemerintahan Indonesia (Tinjauan Teori Integrasi
Organisasi)”
Purnomowati, “Kekuasaan Eksekutif Indonesia Berdasarkan Konstitusi
(2024) Indonesia saat Ini”
Rosita, (2018) “Kedudukan Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan
Yudikatif Negara di Bidang Penuntutan dalam  Struktur

Ketatanegaraan Indonesia”
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Thalib, (2018 “Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia”
Subarkah, (2021) “Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2)

Uu No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Sebagai Kebijakan Hukum Pidana”

Sikti, (2023) “Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan
Indonesia”

Prinsip dalam pembagian kekuasaan yang konsisten dengan penerapan prinsip Negara hukum
di Indonesia sepenuhnya diatur dalam UUD 1945. Kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua
kategori, horizontal dan vertikal. Kategori ini mengacu pada pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi
lembaga tertentu (Marlina, 2018). Kekuasaan Pertama, lembaga legislatif, yang mencerminkan
kedaulatan rakyat, karena legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan keinginan
rakyat untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, badan legislatif memiliki hak untuk menjalankan
kedaulatan mereka sendiri dengan menetapkan Undang-Undang dalam Undang-Undang nasional atau
lokal (Fungsi et al., 2020). Kemudian, dalam sistem perwakilan adalah yang paling rasional dalam
banyak sistem negara yang menggunakan rakyat sebagai legitimasi. Fakta bahwa pluralitas dalam
masyarakat dapat diterima tanpa menghasilkan revolusi atau dominasi satu kelompok atas kelompok
lainnya menjelaskan rasionalitas ini. Konsep keterwakilan masih diperdebatkan di banyak negara
kontemporer. Dalam hal hubungan keterwakilan sebagai wujud kedaulatan rakyat melalui MPR,
Indonesia telah mengalami pergeseran ketatanegaraan yang signifikan. Setelah UUD 1945 diubah,
rakyat kini memiliki kedaulatan secara langsung dan bertanggung jawab atas UUD 1945, bukan lagi
di bawah kewenangan MPR (Budiardjo, 2007).

Kemudian, DPR adalah salah satu lembaga negara paling signifikan di Indonesia. DPR
melakukan tugas legislatif, pengawasan, dan anggaran. Di antara fungsi-fungsi ini, yang sering
menarik perhatian politisi adalah peran sebagai penginisiasi undang-undang. Namun, jika ditelaah
secara Kritis, peran utama ini telah mengalami kemunduran serius akhir-akhir ini. Hal ini juga terjadi
di level daerah, baik di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Karena kelemahan anggota DPR
dan DPRD, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut telah menurun. Kepercayaan publik
terhadap DPR dan DPRD menurun, menurut survei media. Saat mereka menduduki kursi dewan, janji
atau program yang akan mereka lakukan mulai dipertanyakan oleh masyarakat yang mereka wakili.
Bahkan, pemilih menjadi apatis terhadap calon dalam baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
maupun Pemilihan Umum Legislatif. Akibatnya, sebagian pemilih tidak menggunakan hak mereka
untuk memilih karena mereka sudah tidak percaya pada janji yang diberikan (Huda,
2011). Kekuasaan ini digunakan dalam empat jenis tindakan, yaitu “(a) Prakarsa pembuatan undang-
undang (legislative initiation);” (b) “Pembahasan rancangan undang-undang (law making process);”
(¢c) “Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval);” (d)
“Pemberian persetujuan pengikatan atas ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan
dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making on international
agreement and treaties or other legal binding documents).” (Handini, 2019).

Kedua, Kekuasaan eksekutif. Ini memiliki fungsi penting dalam struktur pemerintahan yang
didasarkan pada presidensial. Presiden memegang kekuasaan ini sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan, yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengawasi kebijakan negara.
Presiden dibantu oleh wakil presiden dan anggota kabinet. Sistem presidensial di Indonesia
menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi (Winengan, 2017). Dalam
menjalankan tugasnya, Presiden memiliki beberapa fungsi utama, antara lain menjalankan undang-
undang, mengelola urusan pemerintahan sehari-hari, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam
negeri. Selain itu, Presiden juga memiliki wewenang dalam bidang luar negeri, termasuk mengangkat
duta besar dan menerima perwakilan negara asing. Kementerian-kementerian yang dipimpin oleh para
menteri bertanggung jawab atas berbagai sektor pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan,
pertanian, pertahanan, dan sebagainya. Kementerian ini berfungsi sebagai pelaksana teknis kebijakan
pemerintah dan memainkan peran penting dalam implementasi program-program nasional
(Purnomowati, 2024).
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Kekuasaan eksekutif di Indonesia juga mencakup fungsi pengawasan dan pengendalian atas
pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah pusat tetap memiliki kontrol dan
koordinasi terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan keselarasan antara
kebijakan nasional dan daerah. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan
kepala daerah dalam kondisi tertentu, seperti pelanggaran hukum atau ketidakmampuan menjalankan
tugas (Taufikkurrahman, 2019). Di bidang legislasi, meskipun kekuasaan utama ada pada DPR,
Presiden dapat mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU), dan ikut serta dalam proses legislasi.
Selain itu, Presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai
pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan presiden yang bersifat lebih teknis. Kekuasaan
eksekutif di Indonesia, dengan Presiden sebagai pusatnya, memainkan peran krusial dalam
mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan negara demi mencapai tujuan
nasional. Kekuasaan ini diatur olehn UUD 1945 dan berbagai undang-undang yang menjamin fungsi
eksekutif dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas (Suntoro &
Nureda, 2022).

Ketiga, Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman di Indonesia merujuk pada kekuasaan
yudikatif. Kekuasaan kehakiman tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, seperti yang
dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UU 1945. Secara kelembagaan, kejaksaan berada di bawah
kekuasaan eksekutif, tetapi memiliki kewenangan untuk melakukan tugas dan fungsinya merupakan
bagian dari kekuasaan yudikatif. Ini membuat kejaksaan rentan terhadap intervensi dari kekuasaan
lain dalam menjalankan tugas penuntutan yang terkait karena statusnya sebagai lembaga pemerintah
(Rosita, 2018). Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MA) adalah lembaga negara yang paling tinggi
yang ditugaskan untuk menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan
menyelesaikan sengketa terkait pemilihan umum. Pengadilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah
Agung, yang mengelola dan mengawasi proses peradilan di tingkat Nasional. Pengadilan yudikatif
terdiri dari pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, yang menangani kasus pidana, perdata, tata usaha
negara, agama, dan tata usaha negara. Sementara itu, peradilan khusus seperti “Pengadilan Hak Asasi
Manusia, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara” menangani kasus sesuai dengan
bidangnya (Thalib, 2018).

Kekuasaan yudikatif, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur oleh (Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009). Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip independensi, transparansi,
akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kekuasaan yudikatif. Namun, terdapat beberapa
tantangan yang dihadapi oleh kekuasaan yudikatif di Indonesia. Salah satunya adalah masalah korupsi
di kalangan pengadilan yang dapat mengancam independensi dan integritas sistem peradilan. Selain
itu, kekurangan sumber daya manusia dan teknis, serta beban kerja yang tinggi juga menjadi
tantangan dalam penegakan hukum yang efektif dan efisien (Subarkah, 2021). Dalam konteks
reformasi peradilan, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan integritas kekuasaan
yudikatif. Hal ini dilakukan melalui penguatan lembaga-lembaga peradilan, peningkatan kapasitas
hakim dan aparat peradilan, serta pemberantasan korupsi di dalam sistem peradilan. Oleh karena itu,
diharapkan bahwa sistem yudikatif Indonesia akan terus berkembang dan berkontribusi positif pada
penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat (Sikti, 2023).

3.2 Pendidikan Islam (Formal maupun Informal)

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis, dengan
sengaja, dan dengan tujuan untuk membantu perkembangan potensi peserta didik. Pemerintah
menetapkan peraturan yang mengatur pendidikan Islam ‘“Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah
Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” pendidikan
non-formal “Pondok Pesantren, Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA), Majelis Ta’lim, dan Madrasah
Diniyah.” Berikut ini pembahasannya.

3.2.1 Pendidikan Formal:
3.2.1.1 Raudlatul Athfal (RA)

Raudathul Athfal, atau biasa dikenal dengan nama (RA), ini adalah program pendidikan anak
usia dini di sekolah formal. Didanai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, RA mengajar
anak-anak berusia 4 (empat) tahun hingga 6 (enam) tahun dengan pendekatan agama Islam. Selain
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itu, proses pelajar RA juga mengajarkan anak bahwa hidup ini harus memiliki keseimbangan. Anak-
anak tidak hanya perlu belajar agama, mereka juga perlu belajar pendidikan umum. Kurikulum RA,
yakni mengutamakan membangun karakter anak, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, seperti
“tanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan sifat Nabi Muhammad Saw.” Kemudian, elemen utama
yang diterapkan yaitu tentang “aqidah Islam, akhlak karimah, berperilaku sesuai dengan syariat Islam,
bermuamalah, dan sejarah dan kebudayaan Islam.” ada juga “aspek fisik motoric, kognitif, dan aspek
sosial.” Ini sangat penting bahwa anak mulai diajarkan bagaimana menjadi muslim sejati, seperti
berdo’a sebelum masuk kelas, menghafal do’a, dan menghafal surat-surat pendek dalam Al-Qur’an
(Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hulu). Anak-anak usia dini ini sangat menyukai bermain,
ini dapat membantu mengembangkan kecerdasan mereka terhadap semua yang ada di sekitar. Sangat
banyak manfaat bermain untuk perkembangan anak usia dini. Mengembangkan aspek fisik motorik,
sosial, emosional, atau kepribadian, kognitif, dan keterampilan berolahraga dan menari adalah semua
manfaat bermain. Sebagai pendidik, guru memiliki peran penting dalam menyusun desain
pembelajaran dan melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, sebagai pendidik, guru harus
memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk diajarkan kepada siswanya (Kurniati & Watini,
2022).

3.2.1.2 Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Pendidikan madrasah ibtidaiyah (MI), adalah jenjang paling dasar dalam pendidikan formal di
Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang dikelola oleh Kementerian Agama, dan berlangsung
selama enam tahun, mulai dari kelas satu sampai kelas enam. Ini sama dengan institusi pendidikan
umum lainnya (dki.kemenag.go.id). Pada tingkat ini, Madarasah memiliki pelajaran yang mencakup
topik umum seperti matematika dan bahasa Indonesia, serta topik agama Islam seperti membaca al-
Qur'an, figih, akidah, dan akhlak. Ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh yang
mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam setiap aspek pembelajaran. Di lingkungan lokal, Ml
sering menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya Islam, dan memainkan peran penting dalam
membangun karakter dan identitas Islam siswa (Ahsani & Azizah, 2021). Dalam proses pembelajaran
jenjang ini, pembentukan karakter harus ditekankan karena dasar pembelajaran telah diberikan.
Dimana, anak dapat mempelajari berbagai pengetahuan dasar untuk menyesuaikan diri pada
kehidupan pada usia sekolah dasar ini. Ketika anak mempelajari sesuatu dan mengembangkannya
menjadi perilakunya, mkaan cenderung menetap dan menjadi bagian dari karakternya hingga dewasa.
Oleh karena itu, menanamkan kebiasaan positif sejak usia sekolah dasar adalah cara yang tepat untuk
membangun karakter siswa yang unggul (Shobihah & Walidah, 2021).
3.2.1.3 Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, atau (MTs), adalah jenjang formal pendidikan yang setara
dengan Sekolah Menengah Pertama, dan berlangsung selama 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas
9. Madrasah diawasi olen Kemenag. Meskipun diawasi oleh Kemenag, kurikulum madrasah tetap
mengikuti kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Pendidikan Islam ini
membedakan sekolah umum dari madrasah. Kebijakan ini diatur oleh Peraturan Menteri Agama
nomor 1/1946, yang kemudian diubah oleh Peraturan nomor 7/1952. Dalam undang-undang,
madrasah diatur sebagai sekolah dengan fokus pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam
Madrasah juga menawarkan pelajaran tambahan selain mata pelajaran yang sudah ada di kurikulum,
seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Sosial, antara lain (Kumparan.com,
2023).

Jenjang pada tingkat Madrasah ini adalah jenjang pendidikan menengah pertama tingkat awal
di Indonesia yang menyediakan pendidikan Islam bagi siswa Muslim. MTs bertujuan untuk
memberikan pendidikan yang holistik dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam setiap
aspek pembelajaran. Selain itu, MTs juga menjadi tempat untuk memperdalam pemahaman agama
Islam dan membentuk kepribadian yang kuat berdasarkan ajaran Islam, sehingga siswa dapat menjadi
individu yang beriman, berakhlak mulia, dan berwawasan luas (Rukmana et al., 2022).
3.2.1.4 Madrasah Aliyah (MA)

Pendidikan Madrasah Aliyah, atau disebut (MA), adalah jenjang pendidikan menengah di
sistem pendidikan formal Indonesia. Ini setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dikelola
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oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pendidikan ini diberikan selama tiga tahun, mulai dari kelas
10-12. Siswa di sekolah ini diharuskan untuk memilih salah satu dari empat jurusan, yaitu “llmu
Alam, lImu Sosial, llmu Keagamaan Islam, dan Bahasa,” pada tahun kedua, atau 11, siswa dipastikan
untuk melanjutkan pilihan sampai mereka naik pada kelas 12. Setelah mereka menyelesaikan pilihan,
siswa harus mengikuti ujian untuk menentukan kelulusan. Lulusan pada madrasah aliyah dapat
melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, atau bekerja langsung sesuai dengan pilihan mereka masing-
masing (dki.kemenag.go.id). Kurikulum sekolah menengah atas sama dengan kurikulum madrasah
aliyah, tetapi MA membahas pendidikan agama Islam lebih banyak. Selain mengajarkan mata
pelajaran seperti di sekolah dasar, mereka juga mengajarkan “bahasa Arab, al-Qur’an, Hadits, Aqidah,
Akhlag, SKI, Figih, dan mata pelajaran agama Islam lainnya (B. F. Asy’arie, 2023).

3.2.1.5 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTIK)

Perguruan tinggi adalah lembaga formal tertinggi di mana orang-orang mendapatkan
pendidikan. Untuk menjalankan program pendidikannya, lembaga ini memanfaatkan berbagai
elemennya. Dalam perguruan tinggi ini terdapat mahasiswa. Ini adalah bagian yang paling penting
dari sebuah lembaga perguruan tinggi. Jumlah dan kualitas mahasiswa yang membentuk inti
perguruan tinggi menentukan keberhasilan lembaga tersebut (Darmawan & Musril, 2021). Sedangkan,
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah perguruan tinggi plus yang memiliki kelebihan
unik dibandingkan dengan yang lain. PTKI/PTKIN memiliki dua keunggulan penting dibandingkan
dengan perguruan tinggi lainnya, setidaknya. Pertama, PTKI dapat mengharmoniskan Islam dan ilmu
pengetahuan. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, (PTKI) adalah perguruan tinggi plus dengan
kelebihan khusus. Setidaknya ada dua keunggulan, yakni (PTKI/PTKIN) yang dibandingkan dengan
perguruan tinggi lainnya. Pertama, PTKI harus dapat mengintegrasikan Islam dan ilmu pengetahuan.
Kedua, PTKI/PTKIN, telah melakukan banyak hal untuk memperkuat hubungan antara Islam dan
negara. Universitas ini, baik negeri (STAIN/IAIN/UIN) maupun swasta (STAI/IAI), telah
mengintegrasikankan ilmu pengetahuan umum murni (sosial-sains dan sosial-humaniora) dan
keislaman. Ini dapat dicapai oleh institusi pendidikan tinggi ini dengan menawarkan fakultas atau
program studi dalam bidang ilmu pengetahuan “sosial-sains dan sosial-humaniora.” Selain itu,
Perguruan tinggi Islam ini menghasilkan ahli agama Islam dengan fokus pada disiplin keislaman
murni dan mutafagqih fiddin. Pengembangan disiplin keilmuan ini diawasi oleh Ma’had Aly dan
beberapa fakultas keislaman murni di PTKI, seperti Fakultas Ushuluddin dan Syariah. Kemudian,
Lulusan dari Ma’had Aly, dan fakultas-fakultas keislaman murni ini adalah para ahli keislaman yang
mahir dalam “studi kitab kuning, metodologi istimbath al-hukm, ahli ilmu kalam, mufassir,
muhadits,” dan masih banyak lagi bidang keilmuan lainnya yang diajarkan (Kemenag, 2020).

3.2.2 Pendidikan Non-Formal
3.2.2.1 Pondok Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang unik karena para siswa/siswa tinggal bersama
dalam asrama, yang sengaja dirancang khusus untuk mereka guna mempelajari dan mendalami ilmu
ajaran agama Islam (Asy’arie, Aziz & Kurniawan, 2023). Dalam pesantren, adanya peran kiai dan
santri tidak lepas dari pesantren. Sementara santri adalah individu yang mengikuti pendidikan di
pondok pesantren, artinya lebih umum sebagai murid yang belajar agama Islam di asrama.
Sedangkan, “Kiai” adalah sebutan “cendekiawan” yang memiliki pengetahuan agama Islam, dan
sekaligus menjadi pemimpin di dalam pesantren (Subekti & Mutamakin, 2022). Pondok pesantren
memiliki kegiatan santri yang berkaitan dengan akademik, intelektual, sosial, dan akhlak dapat
dikelola serta diarahkan secara efektif. Ini bertujuan untuk membangun individu santri yang beriman,
bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat (Fitriyani et al., 2020). Kurikulum
pembelajaran pesantren sebagian sebagian masih mempertahankan cara tradisional seperti “sorogan,
bandungan, dan watonan (Ma’ruf, et al., 2024) (1) sorogan, yaitu mempelajari kitab secara individu,
dengan masing-masing santri menghadap kiai secara bergiliran untuk membaca, menjelaskan, atau
menghafalkan materi yang diajarkan sebelumnya. (2) bandungan, yaitu memperhatikan atau
mendengarkan dengan seksama. Dengan metode ini siswa akan belajar dengan cara mendengarkan
bersama-sama. dan (3) watonan, merupakan pendekatan pendidikan dimana siswa duduk mengelilingi
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Kiai mendengarkan penjelasan guru, menulis catatan, dan saling mendengarkan buku (Badi’ah et al.,
2021).
3.2.2.2 Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA)

Lembaga Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA), adalah lembaga pendidikan non-formal atau
non-sekolah yang bersifat keagamaan. Karena itu, kurikulum pendidikan Islam di TPA lebih
menekankan aspek keagamaan, yang berasal dari sumber utama agama Islam, yaitu al-Qur’an dan
Hadis. Secara klasik, lembaga ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Mereka dibagi
menjadi kelompok Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA) untuk anak-anak usia 4 hingga 6 tahun dan
kelompok TPA untuk anak-anak usia 7 hingga 12 tahun. Metode ini memungkinkan pendidikan untuk
mencakup semua aspek pembelajaran santri. Dalam kurikulum pendidikan ini mencakup baca tulis al-
Qur’an, pengajaran shalat, hafalan ayat-ayat al-Qur’an, meningkatkan akidah, dan banyak lagi yang
lainnya (Nashihin et al., 2022). Di Indonesia, ada banyak metode pembelajaran al-Qur’an yang
tersedia di TPA. Salah satunya adalah Halagoh, yang merupakan jenis pemebalajran yang
menggabungkan berbagai pendekatan pedagogis, menyingkirkan pendekatan klasik yang biasanya
digunakan dalam pembelajaran di pesantren dan madrasah. Selain itu, metode ini dapat disesuaikan
dengan tingkat kelompok anak yang belajar di bawah bimbingan guru (Abror, 2020).
3.2.2.3 Majelis Ta’lim

Majelis ta’lim, adalah suatu lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pengajian
Islam. Lembaga ini berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia dan biasanya dikelola secara
tradisional dengan menggunakan pendekatan pahala dan konsep lillahi ta’ala, sehingga materi yang
disampaikan sesuai dengan kebutuhan jamaah dan masyarakat. Keberadaan majelis ta’lim dianggap
sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lembaga ini memainkan peran
penting dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, terutama dalam hal ukhuwah wathaniyah. Secara
sosiologis, majelis ta’lim bukan hanya tempat berkumpulnya kaum bapak dan kaum ibu; itu juga
memiliki nilai teologis karena memberikan pengetahuan, penghayatan, dan arahan perilaku untuk
melaksanakan nilai-nilai luhur Islam (Muslim, 2020). Majelis ta’lim sebagai lembaga pendidikan
Islam telah ada sepanjang sejarah Islam, bermula di Saudi Arabia dan kemudian menyebar ke
berbagai wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Indonesia. Majelis ta’lim berfungsi sebagai pendidikan
non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan potensi siswa dengan menekankan penguasaan
pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan (Nida et al., 2023).
3.2.2.4 Madrasah Diniyah

Madrasah diniyah, adalah salah satu jenis pendidikan non formal yang membantu anak belajar
lebih banyak tentang ajaran agama Islam. Peraturan perundang-undangan memberikan dasar yuridis
untuk pendidikan agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga ini mengajar
beberapa bidang, seperti “al-Quran, hadits, agidah, akhlak, figih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa
Arab, dan praktik ibadah.” Selain itu, sekolah diniyah ini mengadakan aktivitas kurikuler dan
ekstrakurikuler. Metode pembelajaran yang digunakan, seperti “sorogan, wetonan atau bandongan,
diskusi, ceramah,” dan lainnya (L. A. Dalimunthe, 2020). Sekolah Islam non-formal Madarasah
Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) menggunakan metode klasik. Di mana, lembaga ini
mengajarkan agama Islam. Tujuan dari pendidikan dan pengajaran ini adalah untuk memberi siswa
dan santri yang belajar di sekolah umum pengetahuan tentang agama Islam (Ardat et al., 2022). Dari
segi keuntungan, madrasah diniyah, dapat menyatukan tiga nalar sekaligus, diantaranya “bayany,
yang berfokus pada teori, dan teks teoritik; kemudian, burhany, yang memaksimalkan analisis akal
dalam menangkap teks untuk didiskusikan dengan konteks; dan irfany, “yang mampu mencetuskan
pemikiran baru berdasarkan perkembangan zaman yang dinamis.” (Kodir, 2022).

3.3 Peran Politik dalam Membangun Perkembangan Pendidikan Islam

Hubungan antara wahyu dan akal adalah dua tema utama dalam pemikiran politik yang telah
berkembang. Tentu saja, hubungan antara agama dan politik sangat terkait karena keduanya sangat
terkait satu sama lain (Kasdi, 2015). Sejak awal, Islam telah dekat dengan masalah kenegaraan. Jika
orang berpendapat bahwa Islam dan Negara memiliki hubungan yang sangat erat, hal ini dapat
dipahami. Untuk melakukan perlawanan yang efektif, unsur-unsur masyarakat Islam muncul dengan
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gagasan yang kuat (Katimin, 2017). Berikut ini beberapa peran dari politik (pemerintah/penguasa)
dalam memberikan kontribusi untuk membangun lembaga pendidikan Islam.
3.3.1 Menentukan Pembuatan Kebijakan atau Regulasi

Pembuat kebijakan tidak menjamin bahwa kebijakan mampu dilaksanakan dengan sukses di
tingkat pelaksanaan. Keberhasilan penerapan kebijakan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor,
termasuk individu, kelompok, atau institusi. Berhasilnya pelaksanaan kebijakan tidak ditentukan oleh
seberapa baik para pelaksana melaksanakannya. Sebaliknya, itu ditentukan oleh bagaimana
implementasi kebijakan berdampak pada penerima atau implementer kebijakan. Tujuan sebuah
kebijakan adalah dasar dari proses implementasi kebijakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah
kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan, salah satunya adalah anggaran. Masukan-
masukan ini akan diolah dan diubah menjadi keluaran kebijakan sebagai alat untuk mewujudkan
tujuan kebijakan yang telah ditetapkan untuk kelompok sasaran, sehingga menghasilkan outcame
(Heti Aisah et al., 2021). Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan yang berlaku telah diatur oleh
konstitusi, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri pendidikan, sehingga semuanya sesuai dengan
hukum yang berlaku. Sehingga pemangku kebijakan harus benar-benar memiliki rencana yang
strategis untuk menentukan tujuan pendidikan Islam sesuai dengan yang diharapkan (Nirwana &
Khoiri, 2023).

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menentukan pembuatan kebijakan dan regulasi
pada lembaga pendidikan Islam, ini sangat krusial untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan
dapat berkembang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan masyarakat (Maulidah et al., 2024).
Melalui Kementerian Agama, maka ini menjadi tugas untuk merumuskan kebijakan yang mengatur
kurikulum bagi lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan lainnya. Salah satu peran
utama pemerintah adalah menetapkan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan
umum, tetapi juga nilai-nilai dan ajaran Islam (Lucia Maduningtias, 2022). Siswa harus mendapatkan
pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam dan keterampilan yang diperlukan untuk
berkontribusi dalam masyarakat modern. Selain kurikulum, undang-undang juga harus memantau dan
mengevaluasi lembaga pendidikan Islam secara teratur untuk memastikan bahwa mereka mematuhi
peraturan (Hidayati, Syaefudin & Muslimah, 2021). Seluruh kebijakan harus dirancang untuk
memastikan bahwa pendidik atau anak didik memiliki akses yang sama pada pendidikan Islam yang
memiliki kualitas. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam menentukan pembuatan kebijakan dan
regulasi pada lembaga pendidikan Islam adalah memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya
relevan dengan zaman, tetapi juga mampu menghasilkan individu yang berpengetahuan luas,
berakhlak mulia, dan siap berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

3.3.2 Membantu dalam Penyediaan Pendanaan

Pendanaan merupakan bagian yang sangat penting dari penyelenggaraan pendidikan. Ini sangat
penting untuk semua upaya pencapaian tujuan pendidikan, dan hampir tidak ada upaya pendidikan
yang dapat mengabaikan pentingnya pendanaan. Salah satu komponen masukan instrumental input
yang sangat penting untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pendanaan pendidikan secara
sederhana didefinisikan sebagai biaya yang harus tersedia dan diperlukan untuk menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strateginya. Pembiayaan
pendidikan ini juga diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur, peralatan belajar mengajar,
gaji guru, dan biaya lainnya (Kadri, 2021). Dalam standar pembiayaan pendidikan memerlukan
analisis sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang digunakan untuk mengelola pendidikan
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan strategik. Beberapa hal harus menjadi prioritas utama
saat membangun dan mengembangkan pendidikan, ini mencakup tujuan pendidikan yang akan
dicapai, prioritas program pembangunan pendidikan yang menekankan kuantitas dan kualitas, biaya
yang diperlukan, dan cara sumber daya dapat dialokasikan secara optimal untuk menyelenggarakan
pendidikan tersebut (Solehan, 2022).

Perlu untuk memperhatikan kualitas pendidikan Islam agar mendukung proses pembelajaran.
Ini tentu menjadi tugas pemerintah dalam memberikan dana guna melengkapi sarana dan fasilitas
sekolah (Arifin, 2021). Melalui kebijakan fiskal dan anggaran, pemerintah bertanggung jawab untuk
menyediakan sumber daya keuangan yang memadai bagi institusi pendidikan Islam (Adam, 2021).
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Salah satu cara utama pemerintah melakukan ini adalah dengan memberikan anggaran khusus dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (APBN) untuk pendidikan Islam. Dana ini dapat
digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membangun dan merenovasi infrastruktur, menyediakan
lokasi belajar, dan membeli buku dan alat pembelajaran. Selain itu, pemerintah juga sering
menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membantu sekolah Islam membayar
biaya operasi sehari-hari (Waluyo, Teguh, Harsono, 2023). Selain itu, pemerintah harus bertindak
secara aktif dalam memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi serta yang
berasal dari keluarga kurang mampu. Program beasiswa ini tidak hanya meringankan biaya
pendidikan, tetapi juga mendorong siswa untuk berusaha lebih keras dan mencapai prestasi yang lebih
baik (Dalla & Kewuel, 2023). Dengan demikian, upaya ini membantu institusi pendidikan Islam
mendapatkan dana yang memadai untuk terus berkembang, menyediakan pendidikan berkualitas
tinggi, dan mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia seperti yang diharapkan.

3.3.3 Meningkatan Kualitas Tenaga Pengajar

Tenaga kependidikan adalah bagian dari masyarakat yang berkomitmen dan diangkat untuk
mendukung pendidikan. Peranan guru yang sangat penting ini memiliki dua sisi, mereka dapat
membantu meningkatkan atau meningkatkan pendidikan Islam atau mereka dapat menghancurkannya.
Ketika guru benar-benar profesional dan dapat mengelola pendidikan dengan baik, mereka akan lebih
bersemangat untuk melakukan pekerjaan mereka dan siap melakukan inovasi untuk membantu peserta
didik belajar dengan optimal (Adelia & Mitra, 2021b). Kualitas guru pendidikan Islam menjadi
perhatian serius, terutama mengenai pemahaman mereka tentang ajaran agama dan kemampuan
mereka untuk mengelola pembelajaran agama Islam dengan efektif. Guru yang buruk dapat
berdampak negatif pada roses pembelajaran dan perkembangan spiritual siswa. Untuk mengatasi
masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas
guru pada lembaga pendidikan Islam. Kebijakan ini termasuk kolaborasi antara lembaga pendidikan
agama Islam dengan universitas, program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, dan
pengembangan kurikulum yang relevan (Noer & Sa’adillah, 2023).

Pemerintah memiliki tugas yang sangat sentrel dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar
pada lembaga pendidikan Islam, ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan
kepada siswa berkualitas baik dan relevan (Melisawati & Jamilus, 2024). Selain itu, pemerintah
bertanggung jawab untuk menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional dalam
pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam berbagai
hal, seperti metode pengajaran, penguasaan kurikulum, dan penerapan teknologi dalam pendidikan
(Sulastri et al., 2020). Salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah adalah
menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi guru-guru di lembaga pendidikan Islam. Pelatihan ini
mencakup berbagai topik, seperti teknik pengajaran yang efektif, strategi penilaian, dan manajemen
kelas (Sulaiman et al., 2024). Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya penguasaan materi
ajar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, guru dapat terus
memperbarui pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mampu memberikan pengajaran yang lebih
baik kepada siswa (Noer, Syaifudin, 2023). Dengan begitu, upaya ini dapat meningkatkan kualitas
guru di institusi pendidikan Islam sehingga mereka dapat mencetak generasi yang cerdas, berakhlak
mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman.

3.3.4 Memberikan Pengakuan atau Akreditasi

Kualitas pendidikan harus diukur dari kualitas pembelajaran yang diberikan oleh institusi
pendidikan. Kegiatan pembelajaran dapat dianggap sebagai indikator kualitas pendidikan sebuah
institusi. Pendidikan berkualitas tidak selalu ada di setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, ada dua
cara untuk menjamin kualitas pendidikan secara internal dan eksternal. Institusi pendidikan dapat
menjamin kualitas internal melalui evaluasi diri dan metode lainnya, sementara madrasah atau sekolah
tidak dapat menjamin kualitas eksternal sendiri (Maulana, 2022). Setidaknya, lembaga pendidikan
Islam harus terus berupaya meningkatkan kualitasnya, karena mereka bertanggung jawab untuk
memberikan layanan kepada siswa. Selain itu, untuk memastikan bahwa lulusannya dapat diterima
oleh masyarakat dan pekerjaan. Sasaran pembangunan pendidikan nasional adalah peningkatan
kualitas pendidikan. Ini merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas manusia
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Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia sedang melakukan program untuk meningkatkan
kualitas pendidikan. Fokus dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan
terus berusaha memberikan jaminan kualitas layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
(Paradis et al., 2021).

Dalam hal ini, tugas pemerintah dalam memberikan pengakuan yang berupa akreditasi di
lembaga pendidikan Islam sangat vital untuk menjamin kualitas, dan standar pendidikan yang sesuai
dengan ketentuan nasional maupun internasional (Rozi, 2023). Akreditasi adalah proses evaluasi yang
dilakukan oleh pemerintah melalui badan atau lembaga resmi, seperti “Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),” untuk
menilai apakah sebuah lembaga pendidikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan (Paradis
et al.,, 2021). Dalam menetapkan aturan akreditasi, ini dibutuhkan pengawasan yang ketat untuk
memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam dapat memberikan generasi yang berkualitas tinggi,
dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang (Taufik et al., 2024). Akreditasi yang
telah ditetapkan pemerintah, tentu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pendidikan Islam. Karena ini pengakuan resmi yang telah diberikan kepada institusi tersebut. Selain
itu, ini juga untuk memudahkan lulusan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau
juga memasuki dunia kerja. Tentu ini sebagai pengakuan sangat penting. Dengan begitu, lulusan dari
institusi pendidikan Islam yang telah berikan diakreditasi, atau diakui memiliki kompetensi, dan
kualifikasi yang setara dengan lulusan dari institusi pendidikan lainnya (Nasution, 2022). Lembaga
pendidikan Islam yang memiliki akreditasi yang resmi, dan terpercaya memiliki kapasitas yang lebih
besar untuk membantu pembangunan bangsa, dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih
baik.

3.3.5 Memberikan Penguatan Nilai-Nilai Keislaman

Karena kemajuan teknologi, pendidikan Islam formal dan nonformal telah menghadapi
tantangan. Keyakinan dan prinsip-prinsip Islam benar-benar menantang untuk menjadi agama baru
dan cenderung tergoyahkan ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dipahami dengan cepat berkat
kemajuan teknologi informasi saat ini. Tidak diragukan lagi, karena kemajuan teknologi informasi
telah menjadi kebutuhan umum dalam semua aspek kehidupan seseorang, agama dapat dianggap tidak
penting bagi budaya, adat istiadat dapat diterima secara kolot, atau budaya dapat tercerabut dari
akarnya yang semula menjadi identitas bangsa. Jadi, pendidikan Islam menjadi tantangan tersendiri,
terutama bagi orang Islam dalam mengajarkan dan memahami bagaimana nilai-nilai pendidikan dapat
diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Kusdani, 2022). Pentingnya kehadiran
pemerintahan global untuk menjaga stabilitas negara dan kepentingan kawasan antar negara terhadap
kesejahteraan dan keadilan serta meminimalkan ketimpangan. Hal ini mewujudkan sikap peduli dan
sadar dalam mengatasi berbagai masalah supaya tercapainya kesejahteraan peradaban dunia yang
aman dan adil untuk menjamin kesejahteraan bagi setiap negara (Fauzi & Gunawan, 2022).

Sangat penting bagi lembaga pendidikan Islam yang dikendalikan oleh pemerintah untuk
menanamkan nilai-nilai Islam untuk membentuk karakter dan moral siswa sesuai dengan ajaran
agama Islam (Dalimunthe, 2023). Dalam hal ini, pemerintah harus mendorong pelaksanaan kegiatan
pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik untuk mewujudkan kualitas yang tinggi.
Bentuk pelatihan ini mencakup materi tentang metode pengajaran nilai-nilai keislaman yang efektif
dan cara mengintegrasikannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari (Nurfatimah et al., 2022).
Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas penguatan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Ini
termasuk membangun disiplin sekolah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan membangun
budaya sekolah yang dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Azizah & Amalia,
2023). Ini dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah mendukung pengembangan
karakter Islami siswa, sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang berakhlak mulia dan berbudi
luhur (Asy’arie et al., 2024). Melalui penerapan nilai-nilai keislaman dalam lembaga pendidikan
Islam, maka pendidikan ini tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara kognitif, tetapi juga
memiliki akhlak, spiritualitas, religius, dan etika yang baik (Prasetiya, Benny, 2021). Dengan
demikian, program-progam yang diberikan pemerintah dapat berkontribusi membentuk generasi yang
berpengetahuan luas, berkarakter Islami, dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat.
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4. Simpulan
Karena ini berkaitan dengan pemerintah dan penguasa, kedudukan politik sangat penting dalam
membentuk dan memajukan pendidikan Islam. Untuk memastikan bahwa pendidikan Islam
berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan menghasilkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia,
dan siap menghadapi tantangan di seluruh dunia, politik (penguasa) memainkan peran penting dalam
mengembangakan pendidikan Islam. Adapun garis besar dalam penelitian ini, Pertama, terdapat tiga
pembagian kekuasaan di Indonesia, legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang,
eksekutif yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; dan yudikatif ialah kekuasaan untuk
mengadili pelanggaran undang-undang. Kedua, pembagian jenis pendidikan Islam, diantaranya
pendidikan formal “Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA),
dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” Kemudian, pendidikan non-formal “Pondok Pesantren,
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), majelis ta’lim, dan madrasah diniyah.” Ketiga, kedudukan
politik untuk membangun perkembangan pendidikan Islam, meliputi “menentukan pembuatan
kebijakan atau regulasi, membantu dalam penyediaan pendanaan, meningkatan kualitas tenaga
pengajar, memberikan pengakuan atau akreditasi, memberikan penguatan nilai-nilai keislaman.”
Pendidikan Islam dapat mengikuti perkembangan zaman, menghasilkan generasi yang
berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan adanya kekompokan yang bertanggung jawab dari semua
pihak. Penelitian ini hanya terbatas pada analisis deskriptif yang sesuai dengan topik penelitian.
Dengan demikian, peneliti memberikan saran terhadap peneliti berikutnya agar lebih fokus pada
penelitian lapangan, misalnya pada lembaga pendidikan Islam maupun instansi lainnya di tingkat
lokal untuk memperoleh temuan yang lebih objektif sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada.
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